PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKATLAR

NOMOR 2 TAHUN 2811

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN{ BPHTB )

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TITHAN YANG MaAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

bahwa dengan berlakunya Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pajak Tlacrsh dan Rebibusi Dasrah, maka peru membeniuk Peratoran Daerah
Kabupaten Takalar tentang Bea Perolehan Hoak atas Tanah dan Bangunan .

1. Undang — Undang Momor 29 Tahun 1959 tcotang pembemukan Dacmah -

Thaerih Tingkat 17 di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahon
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaron Meparn Republik Indonesia Momor
1822);

Undang — Undang Momor B Tahun 1981 enlang Kitab Undung — Uncdang
Hulmm Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Memor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3209);
Undang — Undang Nomer 10 Tabuo 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undanpan {Lembaran Nepara Republik [ndonesia Tahun 2004
Nomor 33, Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia Womor 4389);
Undang — TUndang Nomer 32 Tahun 2004 isntamg pemerimtihan Daersh
(Lemboran Megaea Republil Indotesia Tahun 2004 Meomar 1235, Tatrbabon
Lembaran Megara Republik Indonesia Womor 4437) sebapaimana telah
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divbah terakhir dengan Undang — Undang Momor 12 mhun 2008 femtang
Perubghan Kedus Atus Undeng — Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan [Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Nepara Repubtik Indonesin Nomor 4844

3. Undang — Undang Nemor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan Keuanpan
antara 'emnetintah Pusat dan Pemerintzbim Daersh(Lembaran Negam
Bepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indomesia Nomor 4428),

6. Undang — Undang Womor 28 Tahun 2009 sentang Pajak Daerah dso
Reiribusi Daersh (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2009
Motmor 130, Tembehun Lembaran Negama Republik Indonesia Nomaor
049

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unisun
Pemerintahan Antara Pemeriotah, Pemerimtahan Dacrah Provinsi dan
Pemerintahan  Daerabh  Kabupaten/Kota  (Lembarsn MNegara  Republik
Indonesia Tahwn 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Wegara Republik
Indenesia Nomar 4437},

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Carm Pemberian
dan Pemantaatan losentif Pemungpitan Pojak Doerah dan Retribusi Dacrah
{Lembaran Negar Republik Indonesia Talum 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomer 5161);

9. Peralstan Pemerintsh Nomor 91 Tahun 2010 tenizng Jenis Pajak Daerah
vang dipungut berdasarkan ketetapsn Kepala Dasrah atau dibayar ssendiri

+- oleh wajib pajalg

10. Peraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang  Pengesahan
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perondang-undangan,

L}, Peruluran Menteri Keuangan Nomor 147PME 072010 tentang Badan atau
Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenskan BPHTE;
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Dengan Parsetnjuan Barsama
DEWAN PERWAKILAN REAKYAT DAE.RAH KABLPATEN TAKALAR
dom

BUPATI TAKALAR
MEMUTLSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BABI
KETENTLUAN UMLM
Pasal 1

Drlam Persiuran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;

2. Bupahi adalsh Bupat Takalar,

3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi wiges tertentu dibidang Perpajakan Duersh. scsuni
Peraturan Perundang-Undangan, ‘

4. Pajak Dacrah, schmjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang olch Orang Pribadi atasuw Badan vang bersifat memakss berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaken untuk
keperiuan Dacrah hagi sehesar-hesarmya kemakmurmn rakyat;

5. Badan adalahﬁ selmmpulan orenp dond ataw modal yang merupaksn kesatuan, baik vang
melabiukan usaha manpun yang tidak melabican usaha vang melipati Perseroan Terbatas,
Perseroan Komandrier, Persetoan lainnya, Badan Usaha Milik Negara {BUMMN), atan Badan
Usaha Milik Daerah (BLMDY dengan mwna dan Julam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, [ena Pensivn, Persekutvan, Perdumpulan, Yayasan, Crpanisasi Masss, Organisast
Sosial Politk, atau Orgenisasi lainnya. Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaba Letap;
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Kas Umnm Daerah adalsh tempat penyimpanan vang daerah vang ditentukan oleh Kepala
Dyerah untuk menampung scluwh pencrimass dacrah dan dipunakan untuk membayar
sehiruh pengeluaran dasrah,

Surat Pemberitahman Pajalke Doerah, vanp selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat vang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitunpan dan/ pembayaran Pajak, ohjek
Pajak dan/atau bukan objek Pajak. danfatay harta dan kewsajiban sesuai dengan ketemtuan
Feraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;,

Surat Setoran Pajak Dmersh, vang selanjuinya disingkat 85FD, adalah bukti pembayaran
amu penyetoran Pajak vang telsh dilahukan dengan mengeunakan foomuli atan telsh
dilakukan dengan cara lain ke kas Dasrah melahoi tempat pembayaran yang dilunjuk oleh
Walikota,

Surat Pemberitohuzan Pajak Ternmang, yvang selanjutiya disingkat SPPT, adslah surat yang
digunakon untuk memberimhukan besarnya Pajak Bumi don Bangunon Perdesnan dan
Perkotaan yang terulang kepada Wajib Pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerab Korang Bayar, yang sebmjuioya disingkat SKPDKB, adalzh
Surat Ketctapan Pajak vang menentukan besarnya jumibah pokok Pajak, jumlsh kredit Pajak,
Jumlah kekurangan petnbayaran pokok Pajak, besarnya sanksi adminisirative, dan jumlah
Pajak yang masih hrams dibayar;

Surat Keteapan Pajak Diaerah Kourang Bayar Tambahan, wang selanjumys disingkat
SKFDKRBT, adalsh Surat Ketetapan Pajak vang menentukan tambahan atas jumlsh Pajak
yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daersh Lebih bayar, yang selatjutnys dismgkat SEPDLEB, adalah
Surat Ketetapan Pajak yang meneniukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karens jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak tenrtang;

Surmt Ketetspan Pajaki Dacrah Nihil, vang selanjuinva disingkst SEPDN, adalah Surat
Ketetapan Fajak yang menenikan jumlah pokok Pajak sama Mya demgan jumlah kredit
Pajek atau Pajak tidak techutang dan tidak ade kredit Pajak;

Surat Tagihan Pajak Dacrab, vang selanjpotnya disingkat STPD, adalah sueat unmk
melakukan tagihan Pajek dan' atau sanksi admintstrative berupa bunga danf atau denda;
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Kas Umnm Diaerah adalah tempat penyimpanan vang daerash vang ditentukan oleh Kepala
Dryerah untuk menampung scluuh pencrimasg dacrah dan dipunakan uatuk membayar
sehiruh pengeluaran dasrah,

Surat Pemberitahman Pajalke Deerah, vang zelanjutnya disingkeat SPTPD, adalah surat vang
oleh Wajib Pajak digunakan umtuk melaporkan penghitunpan dan/ pembayaran Pajak, nﬁjek
Fajek daniatan bukan objek Pgjak. danfsisy heria den kewsjiban sesusl dengan ketemtuan
Feraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Surat Setoran Pajak Duersh, vang selanjuinya disingkat 85PD, adalah bukti pembayaran
amu penyewran Pajak veng teleh dilahukan dengan mengeunakan foomuli atan telsh
dilakukan dengan cara lain ke kas Dasrah melafoi tempat pembayaran yang dilunjuk oleh
Walikota;

Surat Pemberitohuan Pajak Terutang, yang selanjutrys disingkat SPPT, adalab surat yang
digunakon untuk memberimhukan besarnya Pajak Bumi don Bangungn Perdessan dasn
Pedoiaan yang terulang kepada Wajib Pajak;

Sarat Ketetapan Pajak Daeerah Kurang Bayar, yang sclanjuinyva disingkat SKPDER, adalah
Surat Ketctapan Pajak vang menentukan besarnya jum bah pokok Pajak, jumlsh kredit Pajak,
Junlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah
Pajak yamg masih hrams dibayar;

Surat Keterapan Pajak Diaerah Korang Bayer Tambahan, wang selanjumys disinghat
SKFDKBT, adulah Surat Keterapan Pajak vang menentukan tambahan atas jumlsh Pajak
yang telah diretapkan;

Surat Ketetapan Pajalc Daerah Lebib bayar, yang selanjutnys dismgkat SEPDLB, adalah
Surat Ketetapan Pajak yang meneniukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karens jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau sehamisnya tidak tenrtang;

Sumt Ketctapan Pajak Daerah Nihil, vang selanjulnya disingkat SEPDNM, adalah Surat
Ketetapan Pajak yang mencniikan jumlsh pokok Pajak sama Mya dengan jumiab kredit
Pajak atau Pajak tidak techutang dan tidak ade kredit Pajai;

Surat Tagihan Pajuk Daerah, vamp selanputnya disingkat STPD, adalah surst unmk
melakukan iagihan Pajek dan atau sanksi admintstrative berupa bunga danf atau denda;
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Surst Keputusan Keberatan adalash Surst Keputusan ataz keberatan tethadap Surat
pemberitahuan pajak erotang, Sumt Ketetapan Bajak Dacrah, Surat Kotetapan Pajak Mmh
Korang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kursng Bayar Tambahan, Surst Ketetapan
Pajak Drerzh Mihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atou terhadap pemotongan
alay pemungulan aleh pihak ketigs vang dimukan olch Wajgib Pajak; '
Surat Kepumizan Pembetulan adalah Suwet Keputgan yang membelulkan  kesalahan
tulis.kesalaban hitung dan’ atam kekeliman dalam penerapan ketentuan tertentu dalain
Peratutan Penundang-undangan  Perpgjakan  Dacrah  yang  terdapat  dalam  Surat
Pemberitabuan Pajak Terutang, Surar Ketetapan Pajak Daersh, Surat Ketctapan Dacrsh
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar Tambahan, Soest Ketetapan
Pajerk Daersh Nihil, Surst Ketetspam Pajak Dacreh Lebih Bayar, Tagihan Fajak Dasrah,
Surat Keputusan Permbemilan, atan Sueat Kepumsan Keberatan;

Buanding adalah upaya hukum vang dapat dilakukan oleh Wajib Pajok atow penongrung
pajak wrhadap susly keputusen yung dapat disjuksn banding berdasarkan peratiran
perundeng-undangan perpajakan yang berlaku;

Putusan Banding adalsh putusan badan peradilan Pa_iak.:rtas banding wrhadap Sural
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Pembulwan adalah suatu proses pencatatan vang dilakuksn sccara feratur untuk
mengumpufkan dais dm mformasi keuangsn yang melipoti herta, kewajiban, modal
penghasilan dan biaya, seria jurniah hargs perolchan dan peoyerahan haranp aau jasa, yang
ditwtup dengan menyusun laporan keuangan berupa nersca dan Japoran laba migi uomk
perieds tahum terashut;

Pemeriksaan adalah  serangkatan kegislan meminta, melihat, meneliti  keadaan,
menanyakan, mengawasi, memeriksa, menphimpon dats, kelerangan dand atan bukti
yangrecars abjektif dan professional berdasarkan suatu standar pemerksasn untuk menguji
kepatuban pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atan untuk tujuan lain
dglem rengka mclaksanakan ketenman peraturan perundeng-undangsn perpajakan daeral
dan retribusi dastah; .
Penyidikan tindak pidma di bideng perpmjakan dacrah dan retribusi adalah serangkaian
linduken yang dilakukan oleh Penyidik umbk mencarf serts mengumpulkan bukti yasg
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dengan bukti itn membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dacrah dan retribwasi
yang tetjadi serta menemukan tersanghanya. - '

BARTI
NAMA, OBIEK, SURIEK DAN WATIR PAJAK
Pasal 2
{1} Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tupeh dan Bangunan dipungut pajak atas perolshan
hak atas lanah dan'atan bapgunan.
(2) Objek Pajak Pea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adaloh Perolehan Hak atas Tineh
daratay Bangunan,
(3} Perolshan Hak atas Tansh dan‘atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipati:
a pemindahen hak karena :
1. jual beli;
tukar menukar,
hibah,
lLibah wasiat,
waria,
pemasulean dalnm persetoan atau badan hukum laing
pemiszhan hak yang mengakibatkan pengalihan,
penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
. penggabungan usgha: '
. peleburan usaha;
. pemekaran nsaha; atau
13, hadigh.
b. pemberian hak baru karena ;
L. kelanjutan pelepasan hak; atau

woge =@ b e I

—
| T =

2. di lnar pelepasan hak.
{#) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksnd pads ayat {2} adalsh :
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hak gwna nsahs; "

hak guna bangunam;

hak pakai,
¢. hak milik atas satuan rumah susun: dan
£ hak pengelotaan

(5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak ates Tanah dan Bangunan adalah
objek pajak yang diperaleh

a. Perwakilan diplomat dem kensulat berdasarkan azas perfakukan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan danfalan untuk pelaksanaan pembangunan
#un3 kepemtingan amum;

c. badan atan perwakilun lembugs internasional vang ditetapkan dengan Peratoran Menteri
Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha stau melakukan kegistan Inin dilmar
fumgsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebul;

d. orang pribadi atan Badin kavens konverst hak atau karena perbustan hukum lain dengan
tidak adanya perubahan nama;

&. orang pribadi ateu Badan karena wakaf; dan

£ orang pribadi atau Badan yang digunskan untuk kepentinan ibadah,

o om

a n

Pagal 3
(1} Subjek Pajak Bea Perolehar Hak alus Tanah dan Bangonan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh Hak ataz Tanah den/atan Banguman,
{2) Wajib Majak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunsn adalah orang pribadi atan Badan
vang mempergleh Hak atas Tanah dan/stau Bangunan.

BAB I
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
Fasal 4
(I} Dasar penpgenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Jdun Bangunan adalah Nilai Perplehan
Chjek Pajak.
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{23 Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), datam hal «
a. jual beli adalah harga transyhs; .
b. tukar menukar adalah nilai paser;

. hihah adalah nilai pazar;

. hibah wasiat adalah nilai pasar;

=P =]

. waris adalah nilai pasar;

premesuban dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar,

pemisahan hak yuny mengakibatkan peralihan adalah nilai passr

peralihan hak karena pelaksansan keputusan hakim yang mempunyai kekvatan hulawm
t2tap adalsh nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas ianah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar:

J- pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar

k. penggabungan usaha adalah milai pasar;

1. peleburan nsaha adaleh nilai pasar;

tn, pernckaran usaha adadah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar; dandatau

. penunjukan pembeli dalum leleng adalah harga wansaksi yang tercamnmm dalsm risalsh

T Mmoo oa

letang,

(3} Jika Nilai Perolebon Objck Pajak sebagairmuna dimaksed pada ayat {2) huruf a sampai
dengan hurwf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada WIOP yang digunakan dalam
pengenasn Pejak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya pervlchan, dasar pengenzsn
yang dipakai adalah MICP Pajak Bumi dan Bargunan

{4) Dalam hal NJOP Pajok Bumi dan Bangunan sebageimanz dimaksud pads ayat (3) belom
diterapkan pads saat terutangnya Bea Perolchan Hak atas Tansh dan Bangunan, NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan’ dapat didasarken pada surat keterangan NIOP Pajak Bumi dun
Banguman.

(3) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi den Bangunan sebogaimana dimaksud pads ayat (4)
adalzh bersifar sementura,
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{6} SBurat kelerangsn NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksnd pada ayst (1)
dapat diperoleh di kantor Pelayanan Pajak afau instansi ysng berwenang di Kabupaten
Takalar.

(7} Besarnya Nilai Perolehan Ohjelc Pajak  Tiduk Kena Pajak diterapkan ‘iﬁh&ﬁ-ﬂl’
Ep. &0.000.000.00 {¢«num pulsh juts rapish) untk s.et:ap Wajih Pajak.

(8] Dalam hal perolehan hak karena waris atauy hibah wasiat yang terima oranyg pribadi yang
asih dalsm hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas
atau sam derajai ke bawah dengan pemberi hibah wasiar, termgsuk suamidswmi, Milai
Perolehan Cbjek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Bp. 300.000.000,00 (tigs ratus
juta rupiah),

Pasal §
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sohesar 5% {HJIH]. persen).

Pasal &

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tansh dan Banguman yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan turil schagaimana dimeksud dalam Pasal 5 dengan dasar
DEREEHN pajﬁk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nitai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagnimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
atau pasal 4 ayat (5).

{2} Dalam hal nilai perolehan obyek pajak schegaimana dimakswd dalam pasal 4 ayat (3)
tidak diketahu ataw lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenzan PBR
pada tmhum tefadinya perolehan, besaran pokok BPITTB yang teratang dibilung dengan
cara menyglibkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan NIOP PBB sstelsh
dikurangi nilai perolchan obyek pajak tidak pajak scbagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayet { 7} atan ayat (8), .
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BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pazal 7
Bea Perokehan Hak atas Tansh dan Bangunan yang terutang dipungut dalam deerab Kabupaten
Takalar,

BABY
SAAT TERHUTANGNYA PAJAK
Pazal §
{1} Suaat torutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetnpkan untuke:

a. jual beli adalal sejak anggal dibuat dan Jitsndalanganinys akis;

b. tukar meoukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanpaninya akta;

¢. hibuh adalah sejak tanggal dibvat dan ditandatanganinya akta;

d. hibzh wasiat adalah sejak tanggal dibuat dm dibmdatanganinya akta;

. waris adalah adalah sejak yang bersangloman mendafirakan peralihan hoknys kekamtor
hidang pertatatan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badaon hukum lainnye adalsh scjak tanggal dibuat dan
dindutsnganinya akta;

g. pemicshan hak yang mengskibathan peralihan adalsh cejak tanggal dibuat dun
ditandatanganinya akea;

h. puiusgn hakim adalah sejak tanggal putusan penpadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

i. pemberian hak barn atas Tanah sebagai kelanjwtan dari pelepasan hak adalah aejak
tenggal drerbitkannia surat keputmzan pemberian hak;

I. pemberian hak haru di lwar pelepasan adalah sejak tangpal diterbitkannya keputusan
pemberian hak; '

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dituat dan ditandatanganinya akta;

L peleburan usahsa adalah sejak tanggal dibvat dan ditandatenpaninya akte:

mL. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibust dan ditandaranganinya akca;
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f. hadiah adalah sejak tanggal dibust dan ditandatanganinys akta; dan
o. lelang adalah scjak tanggal penunjukkan pemenang lelang,

(2} Pajak yang terutang herus dilunasi padn saut tegadinya perolehan hak sebapaimans yang
ditngksud pada ayat {1).

BAB ¥1
KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 9
(1) Pejubat Pembuat Akta Tansh/Notaris hanya dapat menandatangani akea pernindshan Hak
ats Tanah danfatay Bangunan setetah Wajib Fajak menvershkan bulti pembayaran pajak.
(2} Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelsng negara hanya dapat menandatangani
risalah lelang Perolehan Huk atas Tansh den/otew Bangunan setclah Wajib Pajak
menyerahkan bukt] pembayaran pajak.
{3) Kepala kantor badan pertanahan hanya dapst melakukan pendefarsn Hak atas Tangh atau
pendafiaran peralihan Hak etas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pemnbayaran
pajak.

Paasl 10
(1) Pejabat Pembust Akta Tanah™Motaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara melapodkan pernbuatan akes atan risslah lelang Perolehan Hak atas Tanah Matau
Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulsn berikutiya.
{2) Tata cara pelaporan bagi pejabal schagaimana dimaksud pada ayat (1) diawr dengan
Peratinan Bupati.

Faszal 11
(1) Pejabat Pombuat Akta Tunah/Notaris dan kepala kantor vang membidangi pelaysnan lelang
negara, yang melanggar ketenign sebagaimane dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat
(2) dikenakan sanksi adminiseeatif berupa denda sebesar Ep. 7.500.000,00 (tujuh juta limg
ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
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(2] Pejabat Fembuat Alta Tanah/Motariz dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negera, yang melanggar ketemtuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (1)
dikenakan sanksi administratit’ berupa derda sebesar Ry 250,000,000 {dua ratus lima puluh
ribua rupiah} untuk setiap laporan,

(31 Kepala kenfor bedun  pertanoban yang melangyar ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal © ayat {3} dikenalcan sanksi sesiai denpan ketentuan peratoran perandang-ondamgan.

BAE VI
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungnian
Pamal 12
(1) Wajib pajak wajib membayar pajak vang terutang dengan tidak mendasarkon pads adanya
SKFD.
(2) Pembayaran pajak sebapaimana dimaksnd pada awvar (1) dilakukan dengim menggumakan
dengan menggunakan SSFD.2
(3) 33FD sebagairmana dimaksud pada ayst (2) jogs mempakan SETPD.
(4) 85PD sebagaimann dimaksud pada avat (2} disampaikan kepada ﬁupati atau pejabat yang
ditunjuk scbagai bahan untuk melakukan penelitian.

Pasal 13
(1) Thalam jangka wakte 5 (lima) tahun sesndah sast terorangnyas pajak, Pupati dapat
menerbitkan '

8. SKFDKB apabila berdasarkan hasil pemerikssan atau keterangan lain, pajak vang
terutang tidak atam kurang dibayar;

b. SKPDEBT apabila ditemukan data baro dan/atan data ymg sermula belum terunplap
vang menycbabkan penambshan jumlab pajak yang teramang setelah diterbithammys
SKPDKB.

€. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada keedit pajak.
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{2} Jurhlah kekurangen pajak yang terutang dalam SEPDEB sebagaimana ditmakasd pada ayvat
(1Y huraf a ) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihinmg dari pajak vang kurang dibayar stau terlambat dibayar untuk jangka wakin paling
lame 24 {dua puluh empat) bulen dibitung sejak sast terangnys pajok sempai dengan
diterbitkannya SKFDKB. '

(3} Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT schagaimana dimalsnd pada ayat
(1) huruf b dikenskan sanksi adminisrals berups keneikan sebesr T (seratus persen)
dari jumlah kekuranpgan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebapaimana dimakswd pada ayat (3} tdak dikenakan jika Wajib Pajak
weslaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerikaaan.

FPasal 14
{1} Tats cara penerbitan SKPDKB don SKPDKBT sebugaimans dimaksud dalam pasal 13 ayat
(3) dan avat (3) diator dengan Peraturan Bupai.
(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tats cara pengisian dan peoyampaian SKPDEKR dan
SKPDEBT schagaimana dimaksnd dalam Pasal 13 ayal {3) dislur Peraturan Bupali,

Bagian Keduna
Surat Tagihan Pajak
Pasal 15
(1} Bupati dapst menerhitkan STPT apabila ;
i Pajak yanp terutanpg tidak atau kurang bayar;
b. Dari hasil pemeriksaan §5PD terdapat kekaranpan pembayaran sebagai akihat salah lis
dan/ atzu salah hitung dan ;

c. Wajib Pajak dikenakan snksi administrulasi berupa bumga dan’ atau denda.

{2} Jumlzh kekurangan pajak vang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 4 den huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berups bunga sebesar 2% (Jua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat tarntangnya pajak.,

{3] Ketcmnan lebih lanjut mengenai , benmb, isi dan tata cara pemyampsian STPD schagaimana
dimakaud pads pyat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaram dun Penagihan
Frsal 16
{1} Pembayaran pajak yang tcrutang harus dilakukm sekaligus atau hnas .
{2} Pembaysran pajak yang terutzng dilabukan di kas Utnum Dacrah atau tempat lain yang
dimrjuk oleh Bupati.
{3) Ketentuan lebih lanjul mengenai benmk, isi, nkuran, tata cara pembayaran dan penyampaian
SSPD serta penelitish SSPD schagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan avat (4)
ditetephan dengan Feramwran Bupati,

Pasal 17
(1) Pajak yang terumng berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Swat Kepumsan
Fembetulan, Surat Keputusan Keheratan, dm Potusan Banding yang lidak atau lurang
dibayar cleh Wajib Fajak pada waktunya dapat ditagih dergan Surat Faksa,
(2) lenapihan pajak dempan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasul 18
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupeti atan Pejabat yang ditunjuk
atas sustu
o SKPDKE;
b, SKPDKBT;
¢. SKPDLE;
d. SKPDN: dan
¢. Pemotongan atau penmngutan oleh pihak ketiges berdasarkan ketentuan perundang-
unlangan perpajakan dacrah.
{2) Keberatsn diajukan secata tertulis dalam bahass Indonesia dengan disertai alasan-glasan
yang jelas. '
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{3) Keberatan harns diajukan dafam jangka wakin paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanppal surat,
tanggal pomotongsn atan pemumgutan schagaimana dimaksud pada avat (1) kecuali jika
Wajib Pajak dapat menumjukkan babwa jangka wakiy g tidsk dapat dipepuhi karena
keadaan dilar kekuasaannya.

{4) Keberatan dapat diajukan apabila Waijib Pajak telah membayar paling sedikit sejnmlab yang
telnh disetujui Wajib Pajuk,

{3} Keberatan yeng tidak mermenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat {2), avat
{3}, dan ayat (4} tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbanglcan.

{5) Tanda penerimuaan sursl keberalsn yung diberikan oleh Bupati alaw Pejabet vang dilmjuk
atay tanda penpiriman surat keberstan melalui surst Pos tercarar sebapai tanda bukri
poneriniaan surat keberatan.

Pasal 19

{1} Bupati dalam jangks walktu paling lama 12 (dva belas) bulan, szjak tanggal surat keberatan
diterima, harus memberi keputusan alas keberalan yang digjukan.

{2} Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selnubnya atau schagian,
menolak, atay menambah besamya pajak vang torutang.

(3} Apabila janglka wakt sebagaimana dimaksud gyat (1] telah lewat dan Bupati tidak memberi
suatu Keputuzan, keberatan yang diajulkan tersebut dianpgsp dikabulkan.

Pasal 20

(1} Wajib Pajak dapat mengajukan permobonan batding hanys kepads Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan mengenai keberntannya yang ditetapkan oleh Bupati.

{2) Permohonan banding sebagaimana dimakoud ayat {1} diajukan sccara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan zlasan yang jelas datam jengka wakin 3 {iga) bulan scjak kepiusan
diterima, dilampin sabman surat keputuzan keberatan tersebut.

{3) Pengajuan permohonan banding menanggubkun kewsjiban membayar pajak sampai dengan
I {satu} bulan sejak tanggal penerbitan keputsan banding.
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Pasal 21

{1} Jika penpapan keberatan atan permohonan hagdmg dikabulkan sebagian atau seluruhmnys,
kslebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambab imbalan bungy sebesar 2% (dus
peeen) sebwlan imtok paling lama 24 {dua pohih etpat) boban

(2} Imbalan bunga gebagaimana dimaksod pada ayat (1) dihitong sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbikannya SKPTILE.

(3} Dalam hal keberatan waiih pajak ditolak atan dikabulkan sebapian, Wajib Pajak dikenai
sanksi zdministeatif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlab pajak
berdasarltan keputisan kcberatan dikurangi dengan pajsk vang felah dibayar sebelum
mengrjulan keberatan, .

(4} Dolam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administratif berupa
denda schesar 50% (limea puluh persem) scbagaimans Jimaksud pada ayal (30 lidak
dikenakan,

{3y Dalam hal permohonan banding ditolak atan dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda 100% (seratus persen) dani jumlsh pajak berdssarkan Banding
dikutymgi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,

Baginn Kelimn
Pembetulan, Pembatalan, Pengnrangan Ketetapan, dan Penghapasan atau
Pengurangan Sanksl Adminkstratil
Pasal22
(1) Ates pennolonan Wajilh Pajak atap karens jubalaonye, Bupati depal membetulkan

SKEDKB, SKPDKBI atau SIPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannys

terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalab hitong dand atan kekeliman penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perandang-undangan perpajakan dacrah.
(2} Bupati dapat :

g Mengimangkan atan menghapuskan sanksi administrasi berspa bunga, denda, dan
kennikan pajok yimg berutang menurut persturen perundeng-undangan  perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karenn kekhilafan wajib pajak aay hukan
karena kesalahamrya;
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b. Mengurengkan atan fnembatalkan SKPDKB, SKPDEBT atau STPD, SKPFDN atau
SKVDEB yung tidak benar; . pe

¢ Menguranghan atau membatalkan STFD:

d. Membatalkan hasil pemeriksaan alau ketetapan pajak yang dilaksanakan aten ditertibkan
tidak sesuai dengan tata cura yang ditentuken; dan

e. Meogurangkan Lketetapan pajak tentang  berdasarkan pertimbangan  kemampuan
membayar Wajib Pajak aten kondisi lertento.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan saksi adminjsgatif
dan pengurangan atau pembaialan ketetapan pujak sebagsimana. dimaksud pada ayat (1)
diaur demygan peraturan Bupati.

BAB ¥II1
PENGEMBALIAN KEL.FRTHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

(13 Ates kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapgt mengajukan  permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2] Bupati dalam jangka wakin paling lamu 12 { dwa belas) bulan, scjak diferimanya
permohonan peng.mnhnljau kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada uyat
(1), barus memberikan kepiiusan

(3) Apabila jangks waki sebagaimana dimaksud pada ayal (2) telah dilampui dan Bupati tidak
memberikan suat keputusan, permohonan  pengembalian pembayvarsn Pajak dianggap
dikabulkan dam SKPDLB atan SKRDLE harus diterbitkan dalam Jangka wakiu paling lama
1 {satu) balan.

(4) Apshila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelsbihan pembuysran  schagsimana
dimaksud pada ayat (T} lngsung diperhitungkan unik mehinasi terlebih dahuly utang Pajak
tersehut,

(3} Apabita Wajib Pajak mecmpunyai utang pajek, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1} langsung diperhitunghkan untuk melunasi torlebib dabuly utang pajak
tersebut,
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{6} Penperbalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka wakiu peling lama 2 (dua) bulan sejek diterbitkannya SKPDLE. '

{7} Jka pengembahian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunpa sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas ketcrlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(%} Tata cars pengembalian kelebilion pembayaton Pajak sebapaimens dirmaksud pada ayst (1}
di atur dengan Peraturan Bupar,

BABIX
KEDALLUWAREA PENAGIHAN
Fasal 24 ;

(17 Hak unik melakukan penagiban pajak menjadi kedalrwarsa setelah melampuoi batas wakone
5 (lima) tahun techitong ssjak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakulzan
tindak pidana di bidang perpajakan dacmah.

(2} Kedaluwarsa penagihan pajak sebagnimana dimalcsud pada avat (1) tertanggih apabila @

a. diterbitkan Surat Teguran dan atan Surat Paksa atan;
b. ada pengakuan utang pajek dan wajlb pajak baik langsung mavpun tidak langsung,

(33 Dualarn hal diterbitkan Swead Tegoran dan Surat Paksa sebagaimang dimaksud pada ayal (23
buruf a, kadahrwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakvan wang pajak secara langsung schagaimana dimaksud pada avat (2} hurf b adalah
wijiy pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utamg pajak dan bc.:ium
mehunazinya kepada Pemerintah Dasrah.

(3} Pengakuan utmmy secata tidak langsimyg schagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b dapat
diketaboi dasi peﬁgﬂjuan permohotan  angeuran amy  ponundaan  pembayaran  dan
permohonan keberatan oleh wajib pajak_




Pasal 15

{1} Pimang Pajak vang tidsk mungkin ditagih hgi karena hak ootak melakukan penagihan
sudah kedaluwarss dapat dihapuskan.

{2} Bupati menetaphkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sndab kedalowarsa
sebagimans dimaksud pada avat (1), ' _

{3} Tata cars penghapusan pivtang Pajak yang sudah kedaluwarsa distur dn:ngan Peraturan
Bupati.

BABX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26
{11 Bupat berwenamg melakukan perneriksagn untuk menguji kepatuban pemenuhan kcwajiban
perpajokan daerah dalam ranpka melaksanakan peratoran perundang-undangan perpajakan
daerah.
{2} Pejabat pernungut Bes Petolcham Hak ailas Tanah dan Bangumen wajib untuk |
a Memperlthatkan dan/ atan meminjamkan bukn atan cawatan, dokomen yang menjadi
dasamya dan dokumen Iain yang berhubungan dengan objek Pajak yang temutang;
b, Memberikan kesempatan unluk memasukl empal slag angen yane diangsap pecly dan
memberilzan bantuan guna kelancaran pemerikaann: dan/atan
¢. Memberikan keterangan vang diperhukan.
{3} Ketentvan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksasn Pajak distur depgan Peraturan

Bupati.

Pasal 27
Pemeriksaan dilabukan aleh Dinas yang menanpani Perpajskan, Tostansi darl Inspektorat
dun'atan Badan Pemerikasa Kevnangan atas permintaan Buopoti.
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BAB X1
INSENTITF PEMENGUTAN
Pazal 28
(1) Instansi yang melsksanakan pemunguelan pajak dupat diben insentil alas dusar pedcipaiat
kinerjs terenta ' '
(2] Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayst (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah,
{31 Tata cara pemberian dan pemanfastan insentif sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan ketenmian perundang-undangan.

BAR XTT
KETENTLAN KHUSLS
Pasal 29

(b} Setiap pejabar dilarang memberitahukan kepada pihak lain sepala sesnatm yang diketahui
atan diberitabukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalamn rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalinkan kelentuan peraluran perundang-undengao perpajakan dacrsh,

(2} Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlabu jupe terhadap tenaga ahli yang
dimnjuk oleh Bupati umuk membanin dalam pelaksanasn ketentuan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(3} Dikecuslikan dari ketemtuan sebagaimana dimaksod pada ayat (1) dan aval (2) adalah :

a. FPejabat don temaga ahli vanp bertindak sebagai saksi atmy saksi ahli dalam sidang
pengadilan; | |

b. Pejabat dan/ atan tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk membesilan keteran gm
kepada p;jabat lembaga MNegara atau instansi Pemerintah vang berwenang melakukan
pemeriksuun dalum biduny kevangan dacrah.

(4)  Untok kepentingan Daerab, Bupati berwenang membeti zin beviulis kepada pejabat
schagaimana dimalesud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimeana dimaksud pades ayal (2},
agar memberikan kelerangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
kepada pihak yang ditunjuk.
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(5} Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidena atay perdate, atas
permintaarn hakim sesnai dengan Hukum Acaega PMidana dan Hubum Acara Perdats, Bupati
dapat memberi izin termlis kepada pejabat sebagaimana dimaksnd ayat (1), dan temaga ahh
sebaunimeny dimaksud pada ayat (2), untuk membernkan den memperlthatkan bukt terfulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padamya. '

(6} Permintaan halim sebagaimapa dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan pama
lerangks alan name lergugsl, keletamgsn yang Dimmes, seria kaitan anlars pethars piduns
arau perdata yanp bersanplmtan denpgan keteranpan yanp diminga,

BAR XIIT
PENYIDIK AN
Pasal 30

(It Pejabat Pegawai Negeri Sipil terteniu di lingkungan Pemerintsh Daerah dibert wewenang
kbtnsnz sebagai Penyidik untuk melalukan penvidikan tindak pidama di kidang perpejakm
Daersh dem Refribusi, sebagaimana dimaksed dalam Undanp-Undame Hubone Acara
Fidana

{2} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab pejahat pegawai negeri sipil ferenta
di lingkungan Pemerintah Daersh vang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesusi
dengan ketenuan peraturan perundsng-undungan,

3]  Wewenang Fenyidik sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) adalsh :

a, Menetime, mencar, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atan laporan berkensun
dengan tindak pidana di bidang, perpajakan Daerah agar keterangan atau Japoran tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas; .

b Menelit, ;'nencari. dan menguorpulkan keterangan mengenal oeang pribadi atsu Badan
tentang kebenasn perbustan yang dilkuken schubungan demgan tindak pidans
perpajakan Draerah;

¢, Meminty keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atan Badan sehubungan dongan
tindak pidana di bidang perpajakean Ducrah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Dacrah;
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¢. Melakukan penggeledshar untuk mendapatkan bahan bukti pernbukusn, pencatatan, dan
dokumen Jain, serta melakubkan penyitaan tethadap barang buk tersebul,

f Meminta bantoan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan mgas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Dacrah;

g Menyuruh berhenti dan /amu melarang sesecarang meninggallan mangan atau tempat
pada zast pemerikeaan sedang berlangsung dan memeriksa idemtitas ornng, benda,
damatau dokumen vang dibawah;

h. Memolret ssaorang vang berkaitan denpan tindak pidans perpajakan dacrah;

.. Memanggil orang untnk didengar keteranpannya dan diperiksa sebapai tersangka atan
saksl;

i-  Menghentikan penyidikan; danfatau

k. Melakuksn tindakan lain vang perlu wondk kelancaran penyidikan tindak pidana di
hideng porpajakan Dacrah scaual dengan ketentuan peraturan perundang-umdangan,

(41 Penyidik sebagrimanz dimaksod pada ayat {1 memberiahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pemmtue Urmnm melalni Penyidik Pejabar Polisi
Wegata Republik Indonesia, seswsl dengan ketentuan vang diahm dalsm Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,

BAB X1V
KETENTUAN FIDANA
Fazal 31

(1) Wajit Pajak yang karens kealpaannya tidak menysmpaikan S8PD atan mengisi dengan
tidak benar atan tidak lengkap aman melampirkan kelerangan yang tidak benar sehingpa
merugikan kevangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (sat)
tahun atan pidany denda paling banyak 2 (dus) kali jumlah pajak termang.

{2} Wajib Iajak yang denpan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atan melampirkan keterangan yang tidsk benur schingen merupikan
kewangan Diaerah dapel dipidans dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) whin gtae
pidana denda paling banyak 4 (esmpat) kali jumlsh pajak yvang terutang.

(3} Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} adalah Pelanggaran.
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(4} Denda sebagaimana dimaksud paca ayat (1} dan avat (2} adalah penerimasn Megara,

Panal 32

(1) Pejabat atan tenaga shli yang ditmjuk oleh Bupati yang karena kealpasnnya tidak memenubi
kewajiban merahasiakan hal sehagaimans dimaksud dalamn pasal 29 ayar (1) dan ayat {2)
dipidana detigan pidana kunmgan paling lama 1 (sstu) twhum dan pidena denda paling
banyak Rp. 4.000.000, 00 {empat juta Tupiah).

(2} Pciabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Rupati yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewsajibatnys atau seseorang vang menyebabkon tidsk terpenuhinyz kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dulam pasal 29 avat (1) dan ayat (Mdipidana demgan pidana
kurungan paling lama 2 {dua ) tahun atsu dends paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
jutz rupiah),

{3) Penuntutan terhadap tindak pidans sehagaimana dimaksnd pada ayat (1) dan ayat {2} hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kershasiaznnya dilanggar,

(4) Tunnman pidana sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syat (2) sesuai dengan sifutnya
adalah menyangkut kepentingan pribadi scacorang atan Badan selaku Wajib Pajak , karena
it dijudikan tindak pidana pengadnan.

(5) Denda sebapaimans dimaksud pada aymt (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara

BAB XY
KETENTUAN PENUTUP
Irasal 33
Ketenman lebih lanjut mengenai teknis pelaksmaannya diatur dengan Peratursn Bupati.

Pasal 34

Petaluran Daerah ini nulai berlaku prda mogeal diundanghan. )
Agar sefiap orung mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratoran Daerah ini dengan
penempatannya dajam Lembarmn Daerah Kobupaten Takalar.
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Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal, |5 September 2011
BUPAT) TAKALAR,

Diundangkan di Takalar
Pads Tanggal, 15 September 2011

ARIS DAERAH 7B’U'PA-TEN,

Pangkat : Pembins Utama nuda
Nip + 10850127 199002 1 Q01

LEMBARAN DAFRAH KABUFPATEN TAKALAR
TAHUN 2611 NOMOR 02
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